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| WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

| NOMOR 13 TAHUN 2025

i TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

l BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

befsih, efektif, efesien, transparan, dan akuntabel serta
pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu
menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di
Liﬁgkungan Pemerintah Kota Langsa;

.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan

Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik, menyebutkan bahwa setiap Kepala
Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan
menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4110);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846)

.Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Pubhk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
quor 5038);

' 6. Undang...




Menetapkan :

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

10.

11.
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13.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indones1a Nomor 5601);

‘ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pel‘a.ksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 99);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang

Pcnyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nornor 994);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1.

2

Daerah adalah Kota Langsa.
Pamerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
fahkota adalah Walikota Langsa.

4 Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya

disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan

memanfaatkan ..
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memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
meimberikan layanan kepada pengguna SPBE.

. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik

untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,
mepgumumkan menganalisis, dan/atau menyebarkan
1nf0rma81 serta komunikasi.

.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik.

. Pelayanan Non Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan

da]‘iam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
deqlgan peraturan  perundangundangan bagi internal
penyelenggara pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau
pellayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.

.Rencana Induk SPBE Pemerintah Kota Langsa adalah

dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan
SPBE di Pemerintah Kota Langsa.
Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat
lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk
menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan
dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan
perangkat elektronik lainnya.
Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur
elektronik  yang berfungsi untuk mempersiapkan,
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,
menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi
elektronik.
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data
elektronik tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat
elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau
perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang
dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam
bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau
sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar
melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto
atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau
perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami
oleh orang yang mampu memahaminya.
Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan
dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau
media elektronik lainnya.
Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian
kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Pengirim
dan Penerima dengan menggunakan sistem elektronik.
ertlﬂkat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik
yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang
menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam

transaksi...
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transakSI elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara

ser{tﬁikasn elektronik.

Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem
informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan,
kebocoran gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan
1nf9rrna51 sesuai den gan prinsip kerahasiaan, keutuhan,
keashan dan nir penyangkalan informasi.
Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar,
tanda -tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang
merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya
d1gunakan sebagai masukan sebuah sistem informasi.
Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan
sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk
keﬁrerluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data,
dan pemulihan data.
Walidata adalah pemilik data sesuai tugas pokok dan
fungsmya
Kode sumber adalah kode- kode kunci pada database yang
digunakan untuk pengembangan dan perubahan database.
Disaster Recovery Center adalah suatu fasilitas yang digunakan
untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-
fungsi penting Sistem Informasi yang terganggu atau rusak
akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau
manusia.
Masyarakat Informasi adalah Masyarakat yang mempunyai
aktivitas, ekonomi, politik, sosial, dan budaya melalui proses
produksi, konsumsi, dan distribusi informasi, ditandai dengan
intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan
teknologi komunikasi.
Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan
arah dan Langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang
terintegrasi.
Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana
SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
Sistem Informasi Administrasi Online Masyarakat Langsa, yang
selanjutnya disebut Langsa Carong adalah sebuah sistem
informasi Smart City berbasis website dan aplikasi mobile yang
dibangun untuk melayani masyarakat Kota Langsa secara
online.
Keamanan Informasi Publik adalah terjaganya kerahasiaan
(confidentially), keutuhan (integrity), dan ketersediaan
(availability), nirpeyangkalan (Non Repudation) informs public;
Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan
data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan
konsep, teori, seni, dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung
lainya secara sistematis, metodologis, dan konsisten, terkait
pada etika profesi sandi.
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan public
a.rxg berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan
ara dan/atau penyelenggaran dan penyelenggaraan badan
pubhk lainnya yang sesuai dengan Undang-undang serta
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Informasi Berklasifikasi adalah informasi publik yang
dikecualikan menurut ketentuan perundang-undangan.
S1stern manajemen Pengaman Informasi adalah pengaturan
ke‘wajlban bagi penyelenggara Sistem Elektronik dalam

| penerapan...
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penerapan manajemen pengamanan informasi berdasarkan
asas risiko.

Pengamanan Informasi adalah segala Upaya untuk
mewujudkan keamanan informasi.

.Jaring Komunikasi Sandi adalah keterhubungan antar

pengguna Persandian melalui jaring telekomunikasi.

Basis Data (Database) adalah suatu sistem yang menyimpan
data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan
terstruktur.

Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau
informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga
memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam
memperoleh data atau informasi yang diperlukan.

Server adalah sebuah komputer yang didesain untuk
me'mproses permintaan dan mengirim data ke komputer lain
melalul internet atau jaringan lokal.

S1s‘tem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya
peqangkat komputasi berupa perangkatperangkat komputer
yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data,
sehingga dapat di akses secara bersama.

Penyediaan Infrastruktur SPBE adalah kegiatan yang meliputi
pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan
kemarnpuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan
infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam
rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.

.Pengguna SPBE Pemerintah Daerah adalah Pemerintah

Daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan,
masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan
Layanan SPBE Pemerintah Kota Langsa.

Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah adalah kerangka kerja
yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan
pengendalian dalam penerapan SPBE di Lingkungan
Pemerintah Kota Langsa secara terpadu.

Manajemen SPBE Pemerintah Daerah adalah serangkaian
proses untuk mencapai penerapan SPBE Pemerintah Kota
Langsa yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta
layanan SPBE yang berkualitas.

Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur
dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
masing-masing Perangkat Daerah.

Aplikasi SPBE adalah salah satu atau sekumpulan program
komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan
tugas atau fungsi layanan SPBE.

Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan
digunakan secara bagi pakai di Lingkungan Pemerintah Kota
Langsa.

Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun,
dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh satuan kerja di
Lingkungan Pemerintah Kota Langsa untuk memenubhi
kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah
Kéta Langsa.

Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu
dilam pelaksanaan SPBE.

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah kerangka dasar
yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan
informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan

SPBE...
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SPBE Pemerintah Kota Langsa untuk menghasilkan layanan
SPBE yang terintegrasi.

Layanan SPBE Pemerintah Daerah adalah keluaran yang
dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE di
Lingkungan Pemerintah Kota Langsa dan yang memiliki nilai
manfaat.

Aud1t Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya
dls:mgkat Audit TIK adalah proses Audit Teknologi Informasi
da_tll Komunikasi SPBE yang sistematis untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi
1nformas1 dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan
tmgkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi
dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau
bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain,
sehingga dapat terjaga integritas ke seluruh bagian.

Jaringan Intra Pemerintah Kota adalah jaringan tertutup yang
rnenghubungkan antar simpul jaringan satuan kerja di
Lingkungan Pemerintah Kota Langsa.

Pusat Data Pemerintah Kota adalah fasilitas yang digunakan
untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait
lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan
pengolahan, dan pemulihan data Pemerintah Kota Langsa.
Evaluasi SPBE Pemerintah Kota adalah suatu proses penilaian
dengan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator SPBE
Pemerintah Kota Langsa terhadap pelaksanaan SPBE di
Lingkungan Pemerintah Kota Langsa.

Evaluator SPBE Pemerintah Daerah adalah seseorang atau
sekelompok orang atau satuan kerja yang melakukan evaluasi
atas pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota
Langsa.

Interoperabilitas Data Pemerintah Daerah adalah koordinasi
dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar system elektronik
baik internal maupun eksternal Pemerintah Kota Langsa dalam
rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE
Pemerintah Kota Langsa.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah adalah
perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan
pertukaran Layanan SPBE Pemerintah Kota Langsa.
Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin
informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak
yang memiliki otoritas.

Kenirsangkalan (nonrepudmtlon) adalah aspek keamanan
informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh
pihak pengirim maupun penerima.

Manajemen data adalah proses mengolah data, menyimpan,
mengatur, dan memeihara pusat data yang dimiliki oleh
sebuah organisasi.

‘ BAB II
PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
efektifitas;

a.

; b. keterpaduan...




b. ket'!,erpaduan;

c. berkesinambungan;
d. efisiensi;

e. akuntabilitas;

f. int;eroperabilitas; dan
g. keamanan.

Pasal 3

Penggturan mengenai penyelenggaraan SPBE dimaksudkan
sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan
pengembangan SPBE di Daerah, sehingga dapat berjalan dengan
baik | dan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 4

Peng%turan penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk:

a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan;

b. memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik;
dan

c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam
peﬁlyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan SPBE meliputi:
a. tata kelola SPBE;

b. manajemen SPBE;

c. audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;

d. penyelenggara SPBE,;

e. percepatan SPBE; dan

f. pemantauan dan Evaluasi SPBE.

BAB IV
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan
unsur-unsur SPBE secara terpadu.
(2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. rencana Induk SPBE;
. arsitektur SPBE;
3. peta Rencana SPBE;
. rencana dan Anggaran SPBE;

} e. proses Bisnis...




€. proses Bisnis;

f.| data dan Informasi;
g. infrastruktur SPBE;
h. aplikasi SPBE;

i. keamanan SPBE; dan

j. layanan SPBE.

Bagian Kedua
| Rencana Induk Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Nasional

’ Pasal 7

(1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memberikan arah
Pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.

(2) R#ncana induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:

a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
b. arah kebijakan SPBE;

c. strategi SPBE; dan

d. peta rencana strategis SPBE.

(3) Rencana Induk SPBE disusun berdasarkan Rencana Induk
SPBE Nasional, Rencana Pebangunan Jangka Panjang
Daerah, dan Grand Design Reformasi Birokrasi.

(4) Penyusunan Rencana Induk SPBE di koordinasikan oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan  Urusan
Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

(5) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota
tersendiri.

Pasal 8

Pemantauan dan Evaluasi Rencana Induk SPBE di koordinasikan
oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 9

(1) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur
SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah.

(2) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
dan ditetapkan oleh Walikota.

(3) Ubtuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur
SPBE Nasional, Walikota berkoordinasi dan dapat melakukan
Konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara.

(4) A}sitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan

un terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai
angan kebutuhan.
|

(5) Reviu...
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(6)

(1)

(2)
(3)

(4)

)

(6)

Reviu Aritektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan berdasarkan:

a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;

b. hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE;

c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 Ayat (2) Huruf d sampai dengan huruf j; atau

d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
‘Daerah.

Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

ufusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keempat
l‘?eta Rencana Sistemn Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 10

{
Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman kepada Peta
Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Strategi Pemerintah Daerah.
Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun dan ditetapkan oleh Walikota.
Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta
Rencana SPBE Nasional, Walikota berkoordinasi dan dapat
melakukan konsultasi dengan Menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Aparatur
Negara.
Peta Rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan
tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai
dengan kebutuhan.
Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan berdasarkan:
a, perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
b. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
d. hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah
yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kelima
Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik

Pasal 11

Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses
perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.

I
Pasal 12

(1) ﬁcmerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan berpedoman

pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

(2) Untuk ...




(2) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE,
penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan
oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang
pt‘ﬁrencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Keenam
Proses Bisnis

Pasal 13

(1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan
Pedoman dalam Penggunaan data dan Informasi serta
Penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan
SPBE.

(2) Pemerintah Daerah Menyusun Proses Bisnis berdasarkan
pada Arsitektur SPBE.

Pasal 14

Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi
untuk mendukung Pembangunan atau Pengembangan Aplikasi
SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Pasal 15

Dalam penyusunan proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 dan Pasal 14, Walikota berkoordinasi dan dapat
melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan
urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara dan Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Ketujuh
Data dan Informasi

Pasal 16

(1) Data dan Informasi mencakup semua jenis data dan
informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau
yang diperoleh dari Masyarakat, pelaku usaha dan/atau
pihak lain.

(2) Penggunaan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data
dan informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan
tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi,
danpemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi
yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

(3) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada
Arsitektur SPBE.

(4) Penyelenggaraan tata Kelola data dan informasi antar
Perangkat Daerah di Koordinasikan oleh Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang
perencanaan Pembangunan daerah.

Bagian...




Bagian Kedelapan
Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
|

Pasal 17

a. jaringan Intra; dan
b. sistem Penghubung Layanan.

(2) Jarlngan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

m‘erupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul
jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Silstem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, merupakan Sistem Penghubung Layanan
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk
melakukan pertukaran layanan SPBE di lingkungan
Pemerintah Daerah.

|

(1) Penggunaan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dan Pasal 7 bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi dan keamanan.

(2) Kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan
Infrastruktur SPBE bagi Pemerintah Daerah.

(3) Penggunaan Infrasstruktur SPBE sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di lingkungan
Pemerintah Daerah.

(4) Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur SPBE harus
di dasarkan pada Arsitektur SPBE.

(5) Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur SPBE sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) di fasilitasi oleh Perangkat
Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informasi.

(1) I(Trastruktur SPBE terdiri atas:

Pasal 18

Pasal 19

(1) Penyelenggaraan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dapat menggunakan jaringan
fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau
yang dibangun oleh Penyedia Jasa Layanan Jaringan.

(2) Penggunaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan
pengamanan data dan informasi antar simpul jaringan di
lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Pemerintah daerah mengelola dan mengendalikan keamanan
Jaringan Intra yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Pasal 20

(1) Flenggunaan Sistem Penghubung Layanan bertujuan untuk
memudahkan dalam melakukan integrasi antar layanan
SPBE.

(2) Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung
Layanan Pemerintah sabagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam...




(3)

Dalam menggunakan  Sistem  Penghubung Layanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah

harus:

a. membuat keterhubungan dan akses jaringan intra dengan
jaringan Intra Pemerintah;

b. memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE
yang di tetapkan Pemerintah;

c.‘mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika; dan

d.‘ mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari
‘ kepala Lembaga  yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Kesembilan
Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 21

(1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk

memberikan Layanan SPBE.

(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

(3)

(1)
(2)

3)

(1)
(2)

atas:

a. Aplikasi Umum; dan

b. Aplikasi Khusus.

Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi
SPBE di koordinasikan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di  bidang
komunikasi dan informatika.

Pasal 22

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

ayat (2) harus menggunakan Aplikasi Umum.

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi

Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah

Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi

Umum.

Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus:

a, telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi
Umum ditetapkan;

b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan
dan pengembangan aplikasi sejenis;

c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuai
- dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
d. mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

komunikasi dan informatika.

. Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengembangan Aplikasi
SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
Dalam hal pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode
sumber tertutup, Pemerintah Daerah harus mendapatkan

pertimbangan ...




p'ertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 24
\

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembangunan dan
pengembangan Aplikasi Khusus.

(2) Pémbangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
Arsitektur SPBE.

(3) Sebelum melakukan Pembangunan dan Pengembangan
Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang aparatur negara.

(4) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus
ﬁangalmana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

teknis dan  prosedur Pembangunan dan
Pcngembangan Aplikasi yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Kesepuluh
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 25

(1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan,
keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan
(nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi,
infastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.

(2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan,
pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.

(3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan pendeteksian modifikasi.

(4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.

(5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan
validasi.

(6) Penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda
tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpecaya melalui
penggunaan sertifikat digital.

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.

(2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan
permasalahan Keamanan SPBE, Pemerintah Daerah dapat
melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala
lembaga yang menyelenggarkan tugas pemerintahan di
bidang keamanan siber.

(3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis
dan prosedur Keamanan SPBE yang ditetapkan.

Bagian...




(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(3)

(1)

Bagian Kesebelas
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 27

yanana SPBE terdiri atas:
a.layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;
dan
b.layanan publik berbasis elektronik.
Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan
labranan SPBE yang mendukung tata laksana internal
birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan
akuntabilitas.
Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud
p?da ayat (1) huruf b, merupakan layanan SPBE yang
mendukung pelaksanaan pelayanan publik.
Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh Dinas terkait yang membidangi
Komunikasi dan Informatika.

Pasal 28

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a,
meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang
perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang
dan jasa kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik
negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja dan layanan lain
sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan
Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(2) huruf a.

Pasal 29

Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, meliputi layanan yang
mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran,
pekerjaan, dan wusaha, tempat tinggal, komunikasi dan
informasi, lingkungan hidup, Kesehatan, jaminan sosial,
energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam,
pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan
mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.

Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan
Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(2) huruf b, Pemerintah Daerah dapat melakukan
Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

Pasal 30
|
Pemerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE
c{idasarkan pada Arsitektur SPBE.
Ibtegrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan proses menghubungkan dan menyatukan

‘ beberapa...




(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

3)

beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja
layanan SPBE.

Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah
dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi
Komunikasi dan Informatika.

l BAB V
Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Bagian Kesatu
. Umum

Pasal 31

Manajemen SPBE meliputi:

a.! manajemen risiko;

b, manajemen keamanan informasi;

c. manajemen data;

d, manajemen asset dan teknologi informasi dan komunikasi;
€. manajemen sumber daya manusia;

f.. manajemen pengetahuan;

g. manajemen perubahan; dan

h. manajeman Layanan SPBE

Pemerintah daerah melaksanakan manajemen SPBE
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
Standar Nasional Indonesia.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 32

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 31
ayat (1) huruf a, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan
SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis,
pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko
dalam SPBE.

Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE
yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 33

Manajemen Kemanan Informasi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 31 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk menjamin
keberlangsungan SPBE dengan mem1n1malkan dampak risiko
keamanan informasi.

Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui
serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup,
penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan

pengoperasian...




(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

3)

pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan
terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

Manajemen = Keamanan  Informasi dan  komunikasi
sqbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
berdasarkan pedoman manajemen asset teknologi informasi

dan komunikasi SPBE yang ditetapkan.

Bagian Keempat
Manajemen Data

Pasal 34

Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat
(1) huruf c, bertujuan untuk menjamin terwujudnya data
yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses
sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pengendalian Pembangunan Daerah.

Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur
data, data induk, data referensi, basis data dan kualitas data.
Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE
yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 35

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf d,
bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi
pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam
SPBE.

Manajemen Aset teknologi informasi dan komunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan,
dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang
digunakan dalam SPBE.

Manajemen asset teknologi informasi dan komunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi
dan komunikasi SPBE yang ditetapkan.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 36

N:Ianajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
dalam pasal 31 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk menjamin
Heberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam
SPBE.

(2) Manajemen...




(2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses
perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan
pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.

(3) M]lanajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan

dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan
Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

(4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen
sumber daya manusia SPBE yang ditetapkan.

Bagian Ketujuh
. Manajeman Pengetahuan

Pasal 37

(1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk meningkatkan kualitas
layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan
Keputusan dalam SPBE.

(2) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan,
pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih
pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

(3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan berdasarkan pedoman = manajemen
pengetahuan SPBE yang ditetapkan.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 38

(1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal
31 ayat (1) huruf g, bertujuan untuk menjamin
keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE
melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.

(2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis,
pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi
terhadap perubahan SPBE.

(3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan
SPBE yang ditetapkan.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
\
Pasal 39

(1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (1) huruf h, bertujuan untuk menjamin
keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE

kepada Pengguna SPBE.

(2) Manajemen...




(2) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan
Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE dan
Pengelolaan Aplikasi SPBE.

(3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan,
gangguan, masalah, permintaan dan perubahan layanan
SPBE dari Pengguna SPBE.

(4) Pengoperasian Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

erupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan
mfrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.

(5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) merupakan kgiatan pembangunan dan pengembangan
aplikasi yang berpedoman pada metodologi Pembangunan
dan Pengembangan Aplikasi SPBE.

(6) Manajemen Layanana SPBE sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen
Layanan SPBE yang ditetapkan.

BAB VI
Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

(1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

a. audit Infrastruktur SPBE;
b. audit Aplikasi SPBE; dan
c. audit Keamanan SPBE.

(2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi
pemeriksaan hal pokok teknis pada:

a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi
dan komunikasi;

b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;

c. kinerja  teknologi informasi dan komunikasi yang
dihasilkan; dan

d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

(3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh
lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pemerintah atau Lembaga Audit terakreditasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan
berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit
Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua
Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 41

(1) Dalam melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, Pemerintah

aerah menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan audit Infrastruktur SPBE.

(2) Pelaksanaan...




(2) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan
perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 42

Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Audit Aplikasi Umum; dan

b‘ Audit Aplikasi Khusus

Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan
audit aplikasi SPBE dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dapat melakukan audit aplikasi khusus
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit 1
(satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkoordinasi
dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

Bagian Keempat
Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 43

Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. audit keamanan infrastruktur SPBE;

b. audit keamanan Aplikasi Khusus.

Audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan
Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun
oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan
Informatika.

Dalam melaksanakan audit keamanan infrastruktur SPBE
dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan audit keamanan infrastruktur SPBE
dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

' BAB VII

Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

i Pasal 44

| ‘ .
Walikota menetapkan kebijakan SPBE di lingkungan
Pemerintah Daerah.

(2) Pelaksanaan...




(2) Pelaksanaan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
oleh Sekretaris Daerah.

(3) K%oordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan
kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VIII
Percepatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
‘ Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

(1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah
dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di
lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan membangun Infrastruktur SPBE untuk
memberikan Layanan SPBE.

(3) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pemerintahan di
bidang:

, perencanaan;

. penganggaran,

. pengadaan barang dan jasa pemerintah,;

. akuntabilitas kinerja;

. pemantauan dan evaluasi;

kearsipan;

. kepegawaian; dan

h. pengaduan pelayanan publik.

”he A0 TP

Bagian Kedua
Pendanaan Percepatan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 46

Pendanaan yang diperlukan untuk percepatan SPBE di
lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan Belanja Kota Langsa dan Sumber dana lainnya yang
sah serta tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 47

(1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur
kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di lingkungan
Pemerintah Daerah.

(2) I{Loordinator SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah

melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara

Herkala paling sedikit satu kali dalam setahun.

(3) Pemantauan...




(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) di dasarkan pada pedoman evaluasi SPBE yang
dlitetapkan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Infrastruktur SPBE yang sudah tersedia di lingkungan Perangkat
Daerah sebelum Peraturan Walikota ini berlaku tetap
dimanfaatkan sampai dengan terselenggaranya infrastruktur
SPBE yang terpadu.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan
Walikota Langsa Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan
Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2020
Nomor 888) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasat 50
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
datam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 26 Mei 2025 M
28 Dzulgaidah 1446 H

-\ug WALIKOTA LANGS;@

VoE SENTANA S. PUTRA

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 26 Mei 2025M
28 Dzulgaidah 1446 H

OTA LANGSA, {t M{

\F Pj. SEKRETARIS DAE

BERITA DAERAH KiOTA LANGSA TAHUN 2025 NOMOR 1131




